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ABSTRAK 
 
Di Indonesia yang mayoritas juga adalah umat Islam, telah mengenal wakaf 
baik setelah Islam masuk maupun sebelum Islam masuk. Di tanah jawa, 
lembaga-lembaga wakaf telah dikenal pada masa Hindu-Buddha yaitu 
dengan istilah Sima dan Dharma (berupa sebagian hutan yang diberikan 
oleh raja kepada seseorang atau kelompok orang untuk diambil hasilnya) 
dan lainnya. Akan tetapi lembaga tersebut tidak persis sama dengan 
lembaga wakaf dalam hukum Islam. Dan peruntukannya hanya pada bidang 
tanah hutan saja atau berupa tanah saja. Umumnya, wakaf yang dikenal 
pada masa sebelum Islam atau oleh agama-agama lain diluar Islam hampir 
sama dengan Islam, yaitu untuk peribadatan 
Dalam pandangan Islam, istilah pandangan umum harta tersebut adalah 
milik Allah, dan oleh sebab itu persembahan itu adalah abadi dan tidak 
dapat dicabut kembali (diambil kembali oleh sipewakaf). Selain itu, harta 
tersebut juga di tahan dan dikakukan dan tidak dapat dilakukan lagi 
pemindahan-pemindahan. Di dalam Islam, wakaf memiliki banyak sekali 
pengaturan. Sehingga ketika wakaf dikenal di Indonesia juga mempengaruhi 
pengaturan perwakafan tanah di Indonesia yang peruntukannya sebagai 
tempat-tempat peribadatan dan sosial yang dibuatnya peraturan-peraturan 
yang lebih khusus mengenai wakaf di era setelah kemerdekaan. Hal ini 
dapat dilihat dari UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang terdapat pada Pasal 49 
tentang Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. 
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A. PENDAHULUAN 
Aset wakaf di Indonesia terbilang besar. Berdasarkan data yang 
ada di Departemen Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia 
sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 
meter persegi1yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh 
Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (resources 
capital) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta 
wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi 
umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf 
tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu 
mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi 
dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Sayangnya, potensi itu 
masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai 
faktor. Maka, langkah yang tak bisa ditawar lagi yaitu 
memberdayakan potensinya dengan memproduktifkan aset-aset 
wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi 
wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. 
Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding 
negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain, seperti 
Mesir2 Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-
jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di 
negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf 
juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika 
dikruskan, berjumlah $ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis 
Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan 
bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES). 
Kalau mereka bisa, mengapa Indonesia yang merupakan 
negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini tak mampu. 
Penulis yakin, masyarakat Islam Indonesia mampu melakukan, 
bahkan lebih dari itu, jika benar-benar serius menangani hal ini. 
Apalagi, pemberdayaan wakaf di Indonesia kini sudah 
                                                 
1 Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), 
Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009. 
2 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Beirut: Dar Ibn 
Hazm, 1997) 
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diakomodir secara formal oleh peraturan perundangan yang 
sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqh yaitu UU 
No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 
tentang pedoman pelaksanaannya. Kalau begitu, sekarang 
tinggal action saja, tak perlu banyak berwacana. Kalau dulu, 
banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus 
yang menangani perwakafan di Indonesia, kini BWI sudah 
berdiri (sejak 2007). Tinggal bagaimana memaksimalkan 
lembaga independen amanat undang-undang itu. (Bab VI, pasal 
7, UU No. 41 tahun 2004). 
Persoalannya, masih muncul perbedaan faham di tengah 
masyarakat tentang pengelolaan wakaf ke arah produktif, oleh 
karena itu perlu adanya persamaan faham tentang apa dan 
bagaimana memberdayakan potensi perwakafan di Indonesia 
menuju yang lebih produktif dengan menggali berbagai 
kemungkinan jalan ke arah itu. Tulisan ini berupaya 
memberikan kontribusi untuk menjawab persoalan tersebut.  
 
 
 
B. PEMBAHASAN 
Pengertian dan Landasan Hukum Wakaf 
Wakaf secara etimologi adalah al-habs (menahan)”. Ia 
merupakan kata yang berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan 
waqfu al-syai’ yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. 
Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah 
menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. 
Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan 
ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan 
segala sesuatu.3 
Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, 
nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan 
titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat 
                                                 
3 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Beirut: Dar Ibn 
Hazm, 1997) 
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terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan 
dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah.4 Rumusan dalam UU 
wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para 
ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga 
makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih 
komplit. 
Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah 
harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan 
dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai 
dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 
2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan 
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum. 
 
Wakaf  Menurut Al-Quran dan Hadis serta Hukum Positif 
Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang 
menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual.  Wakaf 
termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para 
ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada 
keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi 
sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain QS. al-Baqarah 
(2): 261-262, 267; QS. Ali Imran (3): 92.   
Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran 
untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan 
pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah 
telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan 
diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. 
                                                 
4 Habib Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. (Jeddah: IRTI, 
2004) 
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Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf 
adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-
Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia 
meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi  
menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan 
hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah 
 
 ﲆﺻ ﱯﻨﻟا ﰏٔا ﻪﻨﻋ ﷲ ﴈر ﺮﲻ نٔا ﺮﲻ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ
ﷲ  ﺪﻗ لﺎﻘﻓ ﱪﻴﺧ ﻦﻣ ﻢﻬﺳ ﺔﺋﺎﻣ لكﻣ ﺪﻗ نﰷو ﲅﺳو ﻪﻴﻠﻋ
نٔا تدرٔا ﺪﻗو لهﺜﻣ ﺐﺻٔا ﱂ ﻻﺎﻣ ﺖﺒﺻٔا  ﷲ ﱃٕا ﻪﺑ بﺮﻘﺗٔا ﱃﺎﻌﺗ
ةﺮﳥﻟا ﻞﺒـﺳو ﻞﺻٔﻻا ﺲﺒﺣ لﺎﻘﻓ 
 
“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab 
mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 
100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, 
‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan 
saya benar-benar ingin mendekatikan diri kepada Allah SWT melalui 
harta ini.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta 
tersebut dan alirkan manfaatnya’. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-
Tarmidzi, dan al Nasa’i). 
 
Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang 
diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai 
berikut: 
 
  ﲅﻋ ؤا ﺔﻳرﺎﺟ ﺔﻗﺪﺻ ثﻼﺛ ﻦﻣ الا لهﲻ ﻊﻄﻘﻧا نﺎﺴﻧالا تﺎﻣ اذا
له ﻮﻋﺪﻳ ﱀﺎﺻ لدو ؤا ﻪﺑ ﻊﻔﺘﻨﻳ 
 
“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal 
perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), 
ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya,  dan anak soleh yang 
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mendoakannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’ i, dan Abu 
Daud). 
 
Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama 
sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang 
disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat 
menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena 
wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan 
diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak 
masa awal Islam hingga sekarang.5  
Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah 
dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum 
merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-
undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di 
Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 
Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, 
pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 41 tahun 2004.  
Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur 
tentang wakaf.6 Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah 
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 
Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 
1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 
Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan 
Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan Penyertifikatan 
Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK 
Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum 
Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank 
dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerim dana 
                                                 
5  Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa 
al-Tarjamah, 1954) 
6 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah. 
(Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul 
Indonesia: Hukum Wakaf, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004) 
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yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana 
sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam 
bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [qard al-hasan]), 
SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank 
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 
berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, 
yaitu menerim dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, 
wakaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya 
kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman 
kebajikan [qard al-hasan]).7  
 
Syarat dan Rukun Wakaf dalam Konteks Fiqh Indonesia  
Rukun wakaf dalam hukum fiqh ada empat yaitu: (1) 
orang yang berwakaf (al-waqif). (2) benda yang diwakafkan (al-
mauquf). (3) orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf 
‘alaihi/nadzir). (4) lafadz atau ikrar wakaf (sighah). Sedangkan 
dalam UU Wakaf Pasal 6 yang merupakan fiqh Indonesia yang 
telah diundangkan, selain 4 rukun tersebut, wakaf dilaksanakan 
dengan memenuhi 6 unsur, yaitu 4 unsur tersebut ditambah 
dengan dua unsur lain yaitu: peruntukan harta benda wakaf dan 
jangka waktu wakaf.  
Dalam konteks ini, wakif meliputi perseorangan, 
organisasi, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat 
melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, 
berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan 
merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan 
badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan 
harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai 
dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang 
bersangkutan.8  
                                                 
7 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf  
8  Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa 
al-Tarjamah, 1954) 
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Adapun pihak nazhir bisa dilakukan oleh perseorangan, 
organisasi, atau badan hukum. Syarat nazhir perseorangan 
adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dewasa, 
amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang 
melakukan perbuatan hukum. Organisasi atau badan hokum 
yang bisa menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan yaitu 
pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan 
memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana 
tersebut di atas, organisasi atau badan hukum itu bergerak di 
bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan 
Islam, badan hukum itu  dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta 
benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, 
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan 
dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh 
persen).9  
Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf) harus 
memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: al-mauquf harus barang 
yang berharga, al-mauquf harus diketahui kadarnya, al-mauquf 
dimiliki oleh wakif secara sah, al-mauquf harus berdiri sendiri, 
tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan). Harta benda wakaf 
bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. 
Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain: 
a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun 
yang belum terdaftar; 
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf  a; 
                                                 
9 Ibn Qudamah, Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir, jil. 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Arabi, 1972) 
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c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta 
benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain: 
a. uang; 
b. logam mulia; 
c. surat berharga; 
d. kendaraan; 
e. hak atas kekayaan intelektual; 
f. hak sewa; dan 
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundangundangan yang berlaku.10  
 
Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa 
pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak 
bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga 
bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat 
berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, 
sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 
tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya 
wakaf uang. 
Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu 
harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas 
Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta 
benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.  
Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan 
fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: 
a. sarana dan kegiatan ibadah; 
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 
                                                 
10 Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam. (Bandung: 
Maktabah Dahlan, tt.) 
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c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea 
siswa; 
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak 
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-
undangan. 
 
Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa 
pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang 
selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja 
(yang berwujud misalnya: pembangunan masjid, komplek 
kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) adalah kurang tepat. 
Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa 
saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang 
keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak 
yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu 
pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini 
juga bagian dari ibadah.  
 
Sejarah dan Perkembangan wakaf di Indonesia 
Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia 
sebelum Islam datang.  Umat manusia –terlepas dari agama dan 
kepercayaan yang mereka anut—sesungguhnya telah mengenal 
beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang 
substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal 
ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah 
Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal 
inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap 
umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya 
masing-masing.11  
Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian 
terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian 
tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk 
                                                 
11 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah. 
(Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul 
Indonesia: Hukum Wakaf, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004) 
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kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari 
adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya al-
Ka’bah al-Musyarrafah oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam 
perjalanan waktu, Ka’bah pernah digunakan sebagai tempat 
penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat 
beribadah kepada Allah Swt.12  
Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka 
yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa 
praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan 
semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggan). 
Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan 
sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.13  
Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa 
Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua 
Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli 
yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali 
melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama 
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf 
adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW 
untuk dibangun masjid.14 Sebagian ulama menyatakan bahwa 
yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin 
Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. 
Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti 
Umayah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak 
orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf 
tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi 
wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, 
membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji 
para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. 
Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah 
                                                 
12 Muhammad Ahmad Alisy, Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil, (Mesir: 
Penerbit al-Kubra, 1294H)  
13 Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2. (Kairo: Syarikah 
Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958) 
14 Muhammad Syafii Antonio, “Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan”, dalam 
Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan. (Jakarta: Depag RI, 2004) 
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menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf 
sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan 
ekonomi masyarakat.  
Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan 
perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping 
melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus 
memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya 
masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. 
Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik 
pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca 
kolonial pada masa Indonesia merdeka. 
Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf 
yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) 
menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa 
pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. 
Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, 
sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya 
merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, 
perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan 
yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan 
keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, 
madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia 
kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. 
Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah 
terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 
1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya 
mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda 
dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf 
tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial 
keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. 
Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang 
perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di 
Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di 
Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, 
beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma 
baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan 
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wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata 
konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk 
menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian 
pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut 
konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang 
membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud). 
Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya 
UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa 
wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi juga dapat berupa 
benda bergerak, seperti uang.  Selain itu, diatur pula kebijakan 
perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir 
sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat 
menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat 
lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama 
tentang Wakaf Uang  yang akan menjadi juklak dalam 
implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah 
melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah 
PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, 
pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia 
nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat 
keanggotaan BWI periode 2007-2010.15  
Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, 
wakaf terus berkembang dan insyaAllah akan selalu 
berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan 
berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap 
mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU 
wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak 
peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah 
yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia. 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf…, hal. xiv-xv 
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Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf di Indonesia 
Menurut Uswatun16 terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam 
memberdayakan ekonomi umat: 
1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf.  
Selama ini, umat Islam masih banyak yang 
beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan 
untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, 
komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, 
nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. 
Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, 
yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa 
anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau 
riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. 
Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih 
sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas 
benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa 
berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat 
berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak 
sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU 
No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI 
ihwal bolehnya wakaf uang.17  
2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf. 
Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di 
Indonesia masih  memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup 
banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan 
ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah 
umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan 
bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan 
biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang 
profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen 
                                                 
16 Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif 
Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di 
Universitas Indonesia, 6 April 2009) 
17  Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), Wakaf Tunai 
Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Jakarta: 
PKTTI-UI, 2005) 
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pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya 
wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia 
karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk 
mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif 
dengan menggunakan manajemen modern. Untuk 
mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi 
fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir 
harus profesional dalam mengembangkan harta yang 
dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. 
Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara 
nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan  
melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah 
dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 
3. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf). 
Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di 
Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau 
mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada 
beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak 
profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang 
mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), 
padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat 
beragam termasuk surat berharga dan  uang. Dalam 
perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah 
nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung 
pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya 
dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan 
ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. 
Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan 
ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, 
termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan 
demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi 
kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya 
pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq 
dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam 
berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang 
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amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam 
pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan 
kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan  
wakaf  tersebut  berpindah tangan. Untuk mengatasi 
masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf 
memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan 
masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya 
mempertimbangkan kompetensinya.18  
 
Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif di Indonesia 
Wakaf pada dasarnya adalah “economic corporation”, 
sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur 
investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif19 
untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, 
baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara 
langsung.20 Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan 
tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi 
adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi 
sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang 
dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, 
yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat 
digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud 
berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu 
menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi 
dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh 
wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta 
produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka 
yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. 
Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat 
dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu 
                                                 
18 Padang Ekspres, Rabu, 28 Mei 2008 accessed 3 Juli 2009 
19 Antonio “Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf”, disampaikan pada 
Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf 
Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIT, 7-8 Januari 2002. 
20 Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir, 
juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) 
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harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk 
dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti 
rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. 
Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan 
investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang 
diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, 
modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi 
tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.21   
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi 
Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan 
dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk 
mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan 
melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam 
sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan 
datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar 
hukum Islam dan ekonomi Islam, seperti Monzer Kahf, 
Khaled  R. Al-Hajeri, dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan, 
melakukan pengkajian tentang wakaf. Pengkajian tentang wakaf 
ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi 
juga di Harvard University. 
Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan 
mampu bercermin pada pengelolaan wakaf yang sudah 
dilakukan oleh berbagai negara seperti Mesir, Bangladesh dan 
lain-lain, insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat 
dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial 
dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh 
sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, 
dan masalah sosial lainnya. Apalagi jika wakaf yang diterapkan 
di Indonesia tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi 
juga benda bergerak, termasuk uang22 
                                                 
21 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz VIII (Damaskus: Dar 
al-Fikr, 1985) 
22 Tholhah Hasan (2009), “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, 
dalam Republika, Rabu, 22 April 2009, accessed 25 Des 2014.  
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Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang 
isinya adalah sebagai berikut: 
a. Wakaf  uang (Cash Wakaf/Waqf  al-Nuqud) adalah wakaf  
yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau 
badan hukum dalam bentuk uang tunai. 
b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 
berharga. 
c. Wakaf  uang hukumnya jawaz (boleh). 
d. Wakaf  uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk 
hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. 
e. Nilai pokok wakaf  uang harus dijamin kelestariannya, tidak 
boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. 
Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang 
disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam 
bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya 
dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. Ini berarti bahwa uang yang 
diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf ‘alaih, 
tetapi nazhir harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil 
investasi itulah yang diberikan kepada mauquf ‘alaih.    
Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama 
dari wakaf uang dewasa ini, yaitu:  
1. Wakaf  uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang 
yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan 
dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah 
terlebih dahulu. 
2. Melalui wakaf  tunai, asset wakaf  yang berupa tanah-tanah 
kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung 
atau diolah lahan pertanian. 
3. Dana wakaf  tunai juga bisa membantu sebagai lembaga 
pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang 
kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.  
4. Pada gilirannya InsyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri 
dalam mengembangkan dunai pendidikan tanpa harus selalu 
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tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang 
terbatas.23  
Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi 
rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas 
penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan 
partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang 
arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si 
kaya kepada para usahawan (entrepreneurs) dan anggota 
masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara 
Islam perlu dilakukan secara intensif. Mengapa harus wakaf 
uang?24  
1. Siapapun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf  tidak harus 
menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta 
rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif  (orang yang 
berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf  Uang.  
2. Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor 
wakaf  uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama 
dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan 
penyetoran.  
3. Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, 
tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu 
akan berkembang melalui investasi yan dijamin aman, 
dengan pengelolaan secara amanah, bertangung jawab, 
professional, dan transparan.  
4. Manfaat Berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat 
untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta 
kesejahteraan masyarakat (social benefit).  
5. Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala 
wakif  yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai 
bekal di akhirat. 
                                                 
23 Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh 
al-Kabir, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) 
24 Thalhah Hasan (Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI)) 
(2009), Peran LKS di Era Wakaf 
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Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk 
menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, 
layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang 
kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan Cash-
Waqf Certificate. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari 
sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan  untuk tujuan-tujuan yang 
bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. 
Kegunaan lain dari Cash-Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat 
mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-
olah hanya untuk orang-orang kaya saja. 
Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi 
bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia 
sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan 
antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp  
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat 
perhitungan sebagai berikut. 25 
  
Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia 
  
Tingkat Penghasilan / 
bulan 
Jumlah 
Muslim 
Tarif 
Wakaf/bulan
Potensi Wakaf 
Tunai / bulan 
Potensi Wakaf 
Tunai / tahun 
Rp 500.000 4 juta Rp 5000,- Rp 20 Milyar Rp 240 Milyar 
Rp 1 juta –Rp 2 juta 3 juta Rp 10.000 Rp 30 Milyar Rp 360 Milyar 
Rp 2 juta – Rp 5 juta 2 juta Rp 50.000 Rp 100 Milyar Rp 1,2 Triliun 
Rp 5 juta- Rp 10 juta 1 juta Rp 100.000 Rp 100 Milyar Rp 1,2 Triliun 
Total Rp 3 Triliun 
  
1. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000,00 
sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing 
berwakaf  sebanyak Rp60.000,00 maka setiap tahun 
terkumpul Rp240.000.000.000,00. 
2. Apabila umat yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 – 
Rp2.000.000,00 sejumlah  3 juta orang dan setiap tahun 
                                                 
25 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf 
Nasional Sampai Dengan Tahun 2008”, Jakarta, 22 April 2008.  
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masing-masing berwakaf  Rp120.000,00 maka setiap tahun 
terkumpul dana sebanyak Rp360.000.000.000,00. 
3. Apabila umat yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 – 
Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun 
masing-masing berwakaf  Rp600.000,00 maka setiap tahun 
terkumpul dana sebanyak Rp1.200.000.000.000,00. 
4. Apabila umaat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 – 
Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun 
masing-masing berwakaf  Rp1.200.000,00 maka setiap tahun 
terkumpul dana sebanyak Rp1,200.000.000.000,00.  
 Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu 
tahun sejumlah Rp3.000.000.000.000,00. Berdasarkan contoh 
perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga 
untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan 
manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, 
uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf 
‘alaih, tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya 
terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada mauquf ‘alaih 
adalah hasil investasi dana Rp.3 triliun tersebut, sedangkan uang 
wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun. 
Dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk 
pertama kali pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri (Menteri 
Agama). Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup 
panjang, pada akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia 
telah berhasil memilih calon anggota Badan Wakaf Indonesia 
untuk diusulkan kepada Presiden. Pada tanggal 13 Juli 2007, 
Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan 
anggota Badan Wakaf Indonesia tersebut ditandatangani 
Presiden Susilo Bambang Yudoyono.26 
Dengan demikian, pengelolaan risiko pengelolaan dan 
pengembangan dana wakaf harus melibatkan proses manajemen 
risiko yang ketat dan profesional di dalam tubuh BWI sendiri, 
sebelum mendisimenasikan risk awareness dan risk 
                                                 
26 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf Republika, 31 Oktober 2008 accessed 10 Desember  2014. 
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conciousness serta mengaplikasikan teknik manajemen risiko 
kepada perwakilan BWI di daerah maupun nazhir-nazhir di 
seluruh Indonesia. Menjadi kewajiban BWI untuk memastikan 
bahwa pengelolaan dan pengembangan dana wakaf telah 
melalui proses manajemen risiko yang baik. 
Karena itu, yang perlu menjadi perhatian utama bagi 
anggota BWI adalah merintis kerjasama dengan berbagai 
instansi, baik pemerintah maupun swasta, organisasi 
masyarakat, para ahli, perguruan tinggi, badan internasional dan 
lain-lain. 
Dalam konteks Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah 
idealnya harus mampu bermitra dengan para nazhir untuk 
mengembangkan wakaf uang di Indonesia ke arah yang lebih 
produktif. Pada 9 September, Menag Maftuh Basyuni 
memutuskan lima nama LKS Penerima Wakaf Uang (PWU), 
yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI 
Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Ini 
momentum pengembangan wakaf produktif melalui instrumen 
wakaf uang. Potensi wakaf uang terbilang besar. 
Untuk mengoptimalkan potensi besar itu, LKS berperan 
sebagai mitra kerja BWI dan para nazhir.27 Dalam menggalang 
wakaf uang, LKS dipilih sebagai mitra karena punya beberapa 
kelebihan. Pertama, jaringan kantor yang membantu nazhir 
menghimpun wakaf uang. Luas jaringan ini mampu menjangkau 
hampir seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan 
jumlah kantor LKS 2,1 persen per bulan. Ini faktor penting 
dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang. 
Kedua, jaringan delivery channel. Jaringan ini meliputi 
ATM, EDC, phone banking, mobile banking, dan internet 
banking. Efektivitas dan efisiensi jaringan ini patut 
dibanggakan. Banyak orang berbondong-bondong mengunduh 
manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi. Ini pun ceruk 
strategis yang mesti dimanfaatkan untuk menjaring wakaf uang.  
                                                 
27 Produktif, http://bw-indonesia.net/, Senin, 09 Maret 2009, accessed 15 
Desember  2014. 
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Ketiga, jaringan mitra atau aliansi. LKS telah berjejaring 
dengan berbagai mitra terkait. Melalui jaringan itu, LKS bisa 
memasuki kawasan Nusantara. Pengalaman LKS dalam 
bermitra menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan 
dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Faktor itu 
juga memungkinkan membentuk database informasi mengenai 
sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan.28  
Selain menjaring wakaf uang, LKS juga dapat berperan 
sebagai mitra dalam pengembangan aset wakaf ke arah yang 
lebih produktif. Ada beberapa alternatif model kerja sama. 
Pertama, hukr atau sewa berjangka panjang. Model ini 
memosisikan LKS sebagai pengendali atau manajer yang 
menyewa tanah wakaf untuk periode jangka panjang. LKS 
mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta 
membayar ongkos sewa secara periodik kepada nazhir. 
Kedua, murabahah. Nazhir memosisikan dirinya sebagai 
pengusaha pengendali proses investasi yang membeli berbagai 
keperluan proyek wakaf, seperti material dan peralatan kepada 
LKS. Pembayarannya dibayar kemudian, diambilkan dari 
pendapatan hasil pengembangan wakaf.   
Ketiga, mudharabah. Model ini dapat digunakan nazhir 
sebagai mudharib dan menerima dana likuid dari LKS untuk 
mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen akan 
tetap berada di tangan nazhir dan tingkat bagi hasil diterapkan 
untuk menutup biaya usaha dalam manajemen sebagaimana 
juga penggunaan tanahnya. 
Tiga model di atas sebatas contoh yang dapat 
dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, nazhir mempunyai 
kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan aset 
wakaf. Pengembangan aset atau investasi ini untuk 
mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana 
menciptakan kesejahteraan sosial dan membangun peradaban 
umat, seperti memajukan pendidikan, pengembangan rumah 
                                                 
28 Thalhah Hasan (Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI)) 
(2009), Peran LKS di Era Wakaf Produktif, http://bw-indonesia.net/, Senin, 09 Maret 
2009, accessed 10 Agustus 2009.  
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sakit, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan 
lapangan pekerjaan. 
Fungsi ini diakui kurang maksimal sebab pemanfaatan 
aset wakaf kebanyakan masih dikelola secara tidak profesional 
atau konsumtif. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama 
tentang nama-nama LKS PWU, akan menggairahkan semangat  
nazhir mengembangkan harta wakaf ke arah yang lebih 
produktif melalui wakaf uang yang bekerja sama dengan LKS. 
Sudah saatnya nazhir mengubah paradigma dalam 
pengelolaan aset wakaf dari menunggu bola menjadi menjemput 
bola, dari meminta-minta menjadi menjalin mitra. Itulah yang 
disebut sebagai  financial engineering dalam makna pengembangan 
aset wakaf. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi aset wakaf 
yang tidak produktif, apalagi telantar dan tak jelas statusnya.[  
Apalagi, pada 2008 lalu DPR telah mensahkan RUU 
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan perbankan Syariah. 
Artinya, instrument untuk mengembangkan produktifitas 
perwakafan di Indonesia kian terbuka lebar. Tinggal kita selaku 
umat Islam di Indonesia, bisa memanfaatkan peluang atau tidak. 
 
 
 
C. PENUTUP 
Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan 
dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah. 
Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf adalah Seluruh harta 
benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif 
dengan status wakaf sesuai dengan syariah, Wakaf dilakukan 
dengan tanpa batas waktu, Wakif mempunyai kebebasan 
memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh 
Syariah, Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya 
keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan 
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yang telah ditentukan oleh Wakif, dan Wakif dapat meminta 
keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia 
tentukan. 
Di Indonesia, dalam memasuki milenium ketiga ini, 
berbagai elemen masyarakat mencoba mensosialisasikan wakaf 
tunai dengan berbagai cara. Bukan saja tahap sosialisasi ini 
berjalan tanpa aplikasi, malah sudah ada lembaga tertentu yang 
mencoba mengaplikasikannya, dan banyak juga masyarakat yang 
tertarik untuk ikut serta berkontribusi untuk itu. 
Menurut pandangan dari DT wakaf sangat menarik 
unutk dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakt 
khususnya untuk wakaf yang dikelola secara produktif dan 
hasilnya untuk kegiatan social. 
 DPU Dt memandang wakaf boleh dikata tidak 
memiliki kendala, namun tantangan selalu ada karena mereka 
berfikir bagaiman wakaf ini bias berkembang dan terus 
mengalirakn manfaat bagi ummat dan menghasilkan pahala bagi 
Muwakif. 
Strategi dan Rencana kedepan DPU DT dalam 
mengelola Wakaf 
a. Perbanyak sosialisasi dan promosi tentang wakaf 
b. Pembuatan akuntabilitas dalam kinerja lembaga 
c. Buat replikasi di Tanah wakaf  tertentu yang telah ada atqau 
sedang dikembangkan untuk dikloning ditempat lain 
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